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pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara 

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua Barat Daya nomor 47/PP.07-BA/96/2025 

tanggal 3 Juli Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka 

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya 

Triwulan Kedua Tahun 2025; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua Barat Daya tentang Penetapan 

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya 

Triwulan Kedua Tahun 2025 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

200); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600 Tahun 

2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan 

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong 

Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Barat Daya;  
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN 

SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA 

BARAT DAYA TRIWULAN KEDUATAHUN 

2025 

 

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) 

KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN 

KEDUATAHUN 2025 

 

No. Nama Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kel 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

1 TEMINABUAN 16 6.491 6.527 13.018 

2 INANWATAN 9 1.066 1.067 2.133 

3 SAWIAT 8 578 587 1.165 

4 KOKODA 16 2.168 2.045 4.213 

5 MOSWAREN 7 1.026 973 1.999 

6 SAREMUK 8 579 569 1.148 

7 WAYER 8 832 759 1.627 

8 KAIS 5 1.129 823 1.952 

9 KONDA 5 861 835 1.696 

10 MATEMANI 6 1.097 887 1.984 

11 KOKODA UTARA 9 783 762 1.545 

12 SAIFI 9 854 843 1.697 

13 FOKOUR 4 297 257 554 

14 SALKMA 5 326 346 672 
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